
94 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

BPK. (2010). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). 

https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 

 

Darwanis, D., Author, C., Saputra, M., & Kartini, K. (2016). Effect of 

Professionalism, Competence, Knowledge of Financial Management, And 

Intensity Guidance Apparatus Inspectorate for Quality of Financial 

Statements (Study on Inspectorate Regencies/Cities in Aceh). BRAND. 

Broad Research in Accounting, Negotiation, and Distribution, 7(1), 32–40. 

 

Kurniawan, A. (2019). Pengaruh Efektivitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah 

dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Akuntabilitas Keuangan. 

Jurnal Manajemen Dan Akuntansi Untan, 4(1), 1–36. 

 

Lathifa, H. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal 

Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi 

Jawa Tengah Tahun 2013-2017. Diponegoro Journal of Accounting, 8(2), 1–

10 

 

Marlena, V., & Subaeti. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Pelaporan 

Akuntansi Sektor Publik Dan Pengawasan Kualitas Pelaporan Keuangan 

Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Provinsi Bengkulu (Studi 

Kasus : Bpkd, Inspektorat, Dpmd Dan Dprd Di Provinsi Bengkulu). E-Jurnal 

Ekonomi Unihaz, 1(2), 39–49. 

 

Murdi, H., & Manajemen, M. (2020). PENERAPAN SISTEM AKUNTABILITAS 

KINERJA INSTANSI. 23(1), 50–66. 

 

Nasution, D. A. D. (2019). Pengaruh Implementasi Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual dan Pengawasan Kualitas Laporan Keuangan 

terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Lingkungan 

Hidup, Dinas Kehutanan, Dan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 

Pemerintah. Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik, 9(2), 30–43. 

 

Putra, P. A. (2021). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Penerapan Akuntansi 

Sektor Publik, Pengendalian Akuntansi Dan Ketaatan Pada Peraturan 

Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah 

Kuantan Singingi. Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Perbankan Syariah 



95 

 
 

Akuntansi, 2(3), 474–492. 

http://www.ejournal.uniks.ac.id/index.php/PERAK/article/view/1737 

 

Rangkuti, M. H. B. (2018). Akuntabilitas Kinerja Di Instansi Pemerintah (Studi 

Empiris Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang). 8(2), 93–101. 

 

Sakti, F., & Masitoh, S. (n.d.). AKUNTABILITAS KINERJA PADA DINAS 

PENDIDIKAN. 8(2), 156–170. 

 

Suharyono, S. (2020). Analisis Kinerja Pemerintah Provinsi Di Indonesia. Jurnal 

Neraca: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Ekonomi Akuntansi, 4(1), 11. 

https://doi.org/10.31851/neraca.v4i1.4148 

Sukran, Rajindra, & Yusuf, D. (2020). Analisis Kualitas Laporan Keuangan 

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah An Analysis of Quality of 

Central Sulawesi Government Financial Report. Jurnal Kolaboratif Sains, 

03(08), 421–429. 

 

Suparyanto dan Rosad (2015. (2020). EVALUASI PENERAPAN 

PERMENDAGRI NOMOR 21 TAHUN 2011 PADA SATUAN KERJA 

PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (SKPKD) DI KOTA MANADO. 

Suparyanto Dan Rosad (2015, 5(3), 248–253. 

 

Vi, D., Koordinasi, B., & Bangsa, K. (2018). Kinerja Instansi Pemerintah 

Kementerian Koordinator Bidang Politik , Hukum , Dan Keamanan. 1–101. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


